SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

EVALUASI JABATAN DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

Menimbang:

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai
Negeri  Sipil, setiap instansi pemerintah  wajib
melaksanakan evaluasi jabatan untuk seluruh jabatan
yang ada di lingkungan instansi masing-masing dengan
menggunakan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan

1.

kebijakan dan/atau kebutuhan organisasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, maka dalam rangka
menentukan nilai dan kelas jabatan serta identitas,
komptensi dan persyaratan jabatan yang sistimatis bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu
menetapkan Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi
Jabatan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Evaluasi Jabatan Dan Standar Kompetensi
Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau
Morotai.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi
Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4937);



Menetapkan :

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan;

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi
Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG EVALUASI JABATAN DAN
STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

2
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan @ Rakyat Daerah dalam  penyelenggaraan  Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



10.

(1)

(2)

(3)

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan
organisasi.

Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk
menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-
kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor
jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang
mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi
jabatan.

Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu
jabatan yang terdiri dari level-level.

Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan,
keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil

Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. penyusunan Evaluasi Jabatan;
b. penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
c. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.
Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dapat dipergunakan untuk:
a. perencanaan kebutuhan pegawai;
b. rekruitmen Calon PNS;
c. penempatan PNS;
d. pengendalian PNS;
e. pendidikan dan pelatihan PNS;
f. pengembangan PNS; dan
g. kesejahteraan PNS.
Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan, dilakukan
terhadap jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan

pelaksana pada Organisasi Perangkat Daerah.



(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB II
PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN
DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Evaluasi Jabatan

Pasal 3
Penyusunan Evaluasi

a. penilaian jabatan;

b. penyusunan peta jabatan; dan

c. penyusunan informasi dan faktor jabatan.

Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan

sebagai dasar penetapan nilai jabatan dan kelas jabatan.

Pasal 4
Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun
dalam bentuk dokumen.
Dokumen hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum pada Buku I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Pasal 5
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN, meliputi:
a. identitas jabatan;
b. kompetensi jabatan; dan
Cc. persyaratan jabatan.
Identitas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling
sedikit terdiri atas:
a. nama jabatan;
b. wuraian/ihtisar jabatan; dan
c. kode jabatan.
Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri atas:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.

Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
paling sedikit terdiri atas:

a. pangkat;



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

b. kualifikasi pendidikan;
c. jenis pelatihan;
d. ukuran kinerja jabatan; dan

e. pengalaman kerja.

Pasal 6

Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
disusun dalam bentuk dokumen.

Dokumen Standar Kompetesi Jabatan ASN, sebagaimana pada ayat (1),
tercantum pada Buku Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Bagian Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan
pelaksanaan Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan
secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Evaluasi dan pengendalian kebijakan Evaluasi jabatan dan Standar
Kompetensi Jabatan, sebagai bagian dari informasi dan penempatan
pegawai dalam jabatan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bagian Organisasi.
Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bagian Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi

Perangkat Daerah terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Pulau Morotai.

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Desember 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

FORNICHLY REVI DARA

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 26 Desember 2022

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,
ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 31



